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PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Namlea
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan
secara elektronik (e-court) antara;

I Kabupaten  Buru

Selatan, domisili elektronik pada alamat emalil

S EEEIC IR dengan No.Telp: 082217531565,
sebagai Penggugat;

Melawan

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Namlea melalui aplikasi e-court dengan Nomor perkara
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97/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil sebagai berikut:
liBahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kota Masohi yang dicatat oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku

Tengah dengan Nomor Akta Nikah: [ GczNEINGNGNGEGEGE
I

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Toko, di | G <:bupaten Buru
Selatan hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikarunia 1 (satu) orang anak bernama; | EGTGcNGNENEGE
I
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Tergugat melakukan penipuan penggelapan uang hanya untuk
bermain judi online;

4.2. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering
bermain judi online tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena
takut di tangkap oleh pihak kepolisian akibat dari perbuatan Tergugat dan
sudah tidak ingin hidup bersama lagi, dan Semenjak kejadian tersebut
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak
saling pedulikan lagi hingga saat ini;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling
memberi nafkah baik lahir maupun batin hal tersebut telah berjalan selama

10 (sepuluh) bulan;
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7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau
bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan
lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya
perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Namlea Cqg. Majelis Hakim, segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ( GcNINENINIII
I <<p2da Penggugat (N
I

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat
sebagaimana berita acara surat panggilan sidang, akan tetapi panggilan
tercatat tersebut ternyata tidak patut dengan alasan Tergugat tidak berada di
tempat sebagaimana alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat
gugatan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dalam

setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga bersama
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Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan
sebab Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan pada tanggal 04 Juli 2024 Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan adanya kesalahan tempat
tinggal Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim Tunggal merujuk
pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;
Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam,
maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini
adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan
termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan
pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih
dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam setiap
persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan

Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak
wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha
dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tanggal 04 Juli 2024
Penggugat di depan persidangan menyatakan mengajukan mencabut
perkaranya dengan alasan adanya kesalahan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya
dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Hakim
Tunggal menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu sesuai Pasal 271 Rv
permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan
perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi
amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI
1. Menyatakan perkara nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Nla selesai, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama
Namlea pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan

tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah. oleh | G scb-0ai

Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Namlea Nomor: 97/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 Masehi sebagai
Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari
Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh | EGcGcNzGE
I sch-0:i Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp  30.000.00
Biaya Proses : Rp  75.000.00
Biaya Pemanggilan P : Rp 0.000.00
Biaya Pemanggilan T : RpRp 31.000.00 0,00
PNBP Panggilan . Rp 20.000.00
PNBP Pencabutan : Rp 10.000.00
Biaya Redaksi : Rp  10.000.00
Biaya Materai : Rp _10.000.00

Jumlah : Rp 186.000.00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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